BAB VI
PENUTUP

6.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan peta
hubungan pemangku kepentingan dalam pelayanan perizinan usaha kedai kopi di

Kota Bandung sebagai berikut :
PENGAWAS
PERIZINAN

DPMPTSP KOTA
BANDUNG

AKAR JAWA BARAT

PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

PENGELOLA
SISTEM OS5

PELAKU USAHA
KEDAI KOPI

Bagan 6
Struktur Hubungan Pemangku Kepentingan dalam Pelayanan Perizinan
Usaha Kedai Kopi di Kota Bandung

Berdasarkan temuan yang digambarkan pada bagan tersebut, hubungan
antara pemangku kepentingan dalam pelayana perizinan usaha kedai kopi di Kota
Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Garis Berpanah : menunjukan adanya interaksi langsung dari satu pihak
kepada pihak lain
2. Garis Berpanah dengan garis putus-putus : menunjukan interaksi tidak

langsung dari satu pihak kepada pihak lain
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3. Garis putus-putus tanpa panah : menunjukan tidak adanya interaksi antara
pemangku kepentingan

Peta hubungan tersebut diperoleh dari identifikasi isu yang berhasil

dikategorisasikan oleh peneliti yaitu Jaringan Komunikasi, Pembinaan Pelaku

Usaha, dan Kepemilikan Izin Usaha.

SISTEM OSS

ISU KEPEMILIKAN ISU JARINGAN
IZIN USAHA KOMUNIKASI

PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

ISU PEMBINAAN DPMPTSP KOTA

AKAR JAWA BARAT PELAKU USAHA BANDUNG

Bagan 7
Keterkaitan Isu Pemangku Kepentingan dalam Pelayanan Perizinan Usaha
Kedai Kopi di Kota Bandung

6.2  Rekomendasi/Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka
penulis mencoba mengajukan beberapa saran kepada para pemangku kepentingan
antara lain :
1) Terkait meningkatkan kesadaran taat izin pada pelaku usaha kedai kopi,
Aparat pengawas perizinan serta DPMPTSP Kota Bandung perlu
melakukan penegakan hukum dengan mulai merencanakan kegiatan

pengawasan secara rutin terhadap kegiatan usaha kedai kopi di Kota
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2)

3)

Bandung guna mengarahkan dan membina pelaku usaha untuk mengurusi
perihal perizinan berusaha dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang
dilaksanakan telah terdaftar.

Terkait meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha, Pengelola
Sistem OSS harus dapat meningkatkan kemanfaatan Sistem OSS dan segera
memberikan respon terhadap kebutuhan yang disampaikan masyarakat
khususnya pelaku usaha yang terkendala dalam penerbitan izin usaha.
Terkait urgensi kepemilikan izin usaha, Pelaku Usaha Kedai Kopi harus
turut aktif berpartisipasi dalam mencari informasi mengenai Pelayanan
Perizinan Berusaha yang telah dipermudah oleh Sistem OSS yang dapat

diakses melalui jaringan internet.
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